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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (4), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan
Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta
Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang
Berkaitan Dengan Perpajakan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi
yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA
PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat
berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis,
yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau
kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.

Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan
keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan secara berkala sesuai dengan jadual penyampaian yang
telah ditentukan.

Direktur Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan data dan
informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, lembaga,
asosiasi, dan pihak lain apabila data dan informasi yang disampaikan
telah lengkap sesuai dengan rincian jenis data dan informasi yang
ditentukan.

Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang
telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan
perubahan rincian jenis data dan informasi tersebut pada jadual
penyampaian berikutnya.
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